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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan 
penyesuaian terhadap perkembangan perekonormian yang ada, 
maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi lzin Trayek; 

b. bahwa besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 200 1sudah 
tidak sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor T 

Tahun 2001 Tentang Retribusi lzin Trayek; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
24, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209): 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3480 ); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ) 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nornor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) 

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), 

13.Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3527 ) 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139 ); 
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pererintahan Antarg Pererintah, Pererintahan Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) 

18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pegundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 
Nomor 7); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahur 
2001 Nomor 8), 

21.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), 

22.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

dan 

BUPATI JEPARA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN OAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 
2001 TENTANG RETRIBUSI ZIN TRAYEK 



• 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 20OT 
tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 
Nomor 8), diubah sebagai berikut 

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut 

Pasal 11 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut 

a. Tarif Retribusi lzin Trayek 
I. Untuk mobi penumpang sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ) per 

kendaraan, 
2. Untuk mobil Bus sebesar Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ) per 

kendaraan; 

b. Tarif Retribusi lzin Insidentil: 
L. Untuk mobil penumpang sebesar Rp. 20.000,-( Dua Puluh Ribu Rupiah ) per 

kendaraan; 
2 Untuk mobil Bus sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah ) per 

kendaraan, 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a 
berkewajiban melakukan daftar ulang setiap tahun 1 (satu) kali, dengan dipungut 
biaya sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari besarnya tarf 

Pasal ll 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara • 
pada tanggal 2 ma. 2.01 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2le net a.co) 
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